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ABSTRAK 

MITA RIZKI AMALIA. Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan 

Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. ( Dibawah bimbingan Ibu  

Rusmida Jun Harapan H, SE, M.Si dan Ibu Ernawati, SE, MM. Ak. CA) 

 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus memiliki kualitas yang 

baik untuk mendapatkan kualitas laporan keuangan yang baik pemerintah daerah 

harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern dan Standar Akuntansi Pemerintahan 

yang telah di tetapkan pada Peraturan Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui dan menganalisis  pengaruh penerapan Sistem Pengendalian Intern dan 

Standar Akuntansi Pemerintahan secara parsial maupun secara simultan terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Musi Banyuasin. 

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, ada pengaruh yang 

signifikan antara Sistem Pengendalian Intern secara parsial terhadap kualitas laporan 

keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin. Kedua, ada pengaruh yang signifikan antara standar akuntansi 

pemerintahan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Ketiga, Ada 

Pengaruh signifikan antara Sistem Pengendalian Intern dan Standar Akuntansi 

Pemerintahan secara simultan terhadap  Kualitas laporan Keuangan pada Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. 

Aplikasi penelitian ini bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Musi Banyuasi, diharapkan dapat menjadi masukan dalam menerapkan 

Peraturan Pemerintahan yang ada Indonesia dalam hal membuat/menyajikan Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sehingga dapat menjadi Pemerintahan yang 

baik (good Govermance). 



RIWAYAT HIDUP

l,{I?A PJZKI A}'{ALIA, dilahirkan di Sckayu paC'a ianggal 14 }'{ci 1999

anak tunggal dari Bapak Senen Jauhari dan Ibu Novi Yanti.

Sekolah Dasar diselesaikan pada tahun 2010 di SD Negeri 7 Sekayu, Sekolah

Menengah Pertama diselesaikan tahun 2013 di SMP Negeri I Sekayu dan selanjutnya

menyelesaikan Sekolah Menengah Atas pada tahun 2016 di SMA Negeri 1 sekayu,

Pada Tahun 2016, langsung melanjutkan Pendidikan Strata I Fakultas Ekonomi

Program Studi Akuntansi di Universitas Tridinanti Palembang.

Palembang, I September 2020
Penulis,re

Mita Rizki Amalia

XV



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

PETNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Mita R-izkiAma-lia

1601120164

Ekonomi

Akuntansi

Na-ma

Nomor Pokok

Fakultas

Jurusan

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan

tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

A-nabila dikemuclia.n ha.r"i terbukti hahwa Dernvataan ini tidak- henar" ma-k-a'_r-__-'-' " f""J

saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dengan segala

k-onsek-Lrensinya.

1 September 2020

Mita Rizki Amalia

xvt



 
 

1 
 

  BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1.  Latar Belakang  

Setiap negara pasti memerlukan pemerintahan yang baik (Good Governance). 

Pemerintahan yang baik  merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan 

tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan 

(Nopianti, 2017). Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pemerintahan yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 

upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah 

dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 

2010 disebutkan dalam kerangka konseptual, bahwa laporan keuangan merupakan 

laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi - transaksi yang 

dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 8 tahun 2006 Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang 

terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan adalah 

bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu 

periode. Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan Keuangan Daerah 

selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Daerah (LKPD). 
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Laporan keuangan pemerintah daerah harus mengikuti Standar Akuntansi 

Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010. Standar Akuntasi 

Pemerintah awalnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 

kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tujuan 

diberlakukan hal tersebut adalah agar lebih akuntabel dan semakin diperlukannya 

peningkatan kualitas laporan keuangan.  

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, 

Laporan Perubahan Saldo Lebih Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan 

Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, 

sehingga terdapat penambahan tiga laporan keuangan yaitu Laporan Operasional, 

Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Saldo Lebih Anggaran.  

Sebuah Laporan keuangan yang berkualitas juga harus memenuhi prinsip 

tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 71 Tahun 2010. Di jelaskan pada  

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010  bahwa laporan keuangan dikatakan 

berkualitas apabila memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, karakteristik 

kualitatif laporan keuangan pemerintah antara lain relevan, andal, dapat 

dibandingkan, dan dapat dipahami.  Indikator bahwa laporan keuangan pemerintah 

daerah sudah berkualitas yaitu opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan 

oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Daerah 

(Suhardjo dan Adhi, 2013). 
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  Untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) dan menghasilkan kualitas informasi keuangan yang 

sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan sesuai dengan PP No. 71 

Tahun 2010, maka diperlukan adanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, “ Sistem pengendalian 

intem adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara 

terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan 

memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, 

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap 

peraturan perundang-undangan” 

 

 Pengendalian Intern menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Pengendalian  Keuangan Daerah: “Pengendalian intern 

merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai 

pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan 

keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta 

dipatuhinya peraturan perundang-undangan”. 

  

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diterapkan diseluruh 

lingkungan  pemerintahan pusat maupun pemerintahan di daerah. Sistem pengndalian 

intern pemerintah terdiri dari beberapa unsur yaitu Peraturan Pemerintah No 60 

Tahun 2008: (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan 

pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, (5) pemantauan pengendalian intern. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008, bahwa proses seluruh aktifitas 

audit, pemantauan, evaluasi, reviu, dan aktifitas pengecekan yang ada, melakukan 

tugas dan fungsi organisasi dalam memberikan rangka keyakinan yang memadai 

suatu kegiatan yang telah dilakukan sesuai pada tolak ukur dengan yang telah 

dilakukan secara efektif dan efisien dalam kepemerintahan mewujudkan tata kelola 

yang baik disebut dengan Pengawasan Intern. 
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 Seperti halnya Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan salah satu Instansi 

Pemerintahan, juga melakukan pelaporan keuangan yang harus dilaporkan kepada 

pemerintah. agar pelaksanaan pelaporan keuangan pada dinas Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin andal dan tepat 

waktu haruslah sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan dalam Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomer 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP) dan diikuti dengan penggunaan pengendalian intern yang memadai. 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat 

penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Terdapat empat opini 

yang diberikan pemeriksa yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini 

Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan 

Menolak Memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP). 

Opini WTP atas laporan keuangan dapat meningkatkan kepercayaan untuk 

meyakini informasi yang tercantum didalam LKPD tersebut. Pemberian opini BPK 

RI, khususnya opini WTP diungkapkan oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani 

bermanfaat dalam menggambarkan kesesuaian pengelolaan keuangan dengan tata 

kelola terhadap ketentuan perundang-undangan. Selain itu kepercayaan publik 

termasuk investor kepada pemerintah daerah akan semakin meningkat sehingga dapat 

mendorong percepatan pembangunam terutama pada sektor prioritas daerah dan 

menjadi pemicu bagi pemerintah untuk terus meningkatkan pengelolaan anggaran 

serta manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat (www.antaranews.com, 2017; 3/06/2019). 
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Berikut ini data hasil pemeriksaan BPK perwakilan Kabupaten Musi 

Banyuasin atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sebagaimana disajikan 

dalam tabel 1.1 dibawah ini: 

Tabel 1.1  

Perkembangan LKPD Kabupaten Musi Banyuasin  

Tahun Anggaran Opini BPK 

2010 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 

2011 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 

2012 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 

2013 
Wajar Tanpa Pengecualian 

dengan Paragraf Penjelas (WTP DPP) 

2014 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

2015 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

2016 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

2017 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

   Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun Anggaran 2010-2017, 2019 

Dari tabel 1.1 diatas, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Musi 

Banyuasin mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara konsisten 

yakni sejak tahun 2010-2017. Hasil evaluasi BPK RI menunjukkan bahwa LKPD 

yang belum memperoleh opini WTP disebabkan oleh Penyajian laporan keuangan 

yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) . Diungkapkan 

oleh kepala BPKAD Musi Banyuasin Ir. H. Hendriadi kendala yang dihadapi dalam 

penyusunan LKPD yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami 

atau berlatar pendidikan Akuntansi dan kurangnya pelatihan Akuntansi dalam 

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD)  (www.mubaonline.com, 

2017; 19/06/2020). 

http://www.mubaonline.com/
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Penelitian terdahulu mengenai sistem pengendalian intern terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah yang telah dilakukan oleh Rasuli dan Haryani 

(2017) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian Mokoginta, Lambey, & Pontoh 

(2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh negatif signifikan 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.   

Penelitian terdahulu mengenai standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah yang telah dilakukan oleh Nopianti (2017) 

menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Ikyarti dan Aprila (2019) 

menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif 

terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian Sihite dan 

Holiawati (2017) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah  

berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem 

Pengendalian Intern dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin”. Penelitian 

ini di lakukan pada pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan objek 

penelitian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). 
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1.2.  Perumusan  Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang, perumusan masalah yang di bahas adalah: 

1. Bagaimana Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Musi Banyuasin Secara Simultan 

dan Parsial? 

2. Bagaimana Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Musi Banyuasin Secara Simultan 

dan Parsial ? 

3. Bagaimana Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Standar 

Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan  Kabupaten 

Musi Banyuasin Secara Simultan dan Parsial? 

1.3.  Tujuan Penelitian   

Tujuan yang ingin dicapai  dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Penerapan Sistem 

Pengendalian Intern secara simultan dan parsial Terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan  Kabupaten Musi Banyuasin. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintah secara simultan dan parsial Terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan  Kabupaten Musi Banyuasin. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Penerapan Sistem 

Pengendalian Intern dan Standar Akuntansi Pemerintah secara simultan dan 

parsial Terhadap Kualitas Laporan Keuangan  Kabupaten Musi Banyuasin. 
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1.4.      Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak 

sebagai berikut : 

1. Bagi Badan Pengelolaan Kuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten 

Musi Banyuasin. 

Diharapkan sebagai masukan dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan 

keuangan Instansi Pemerintah agar dapat mewujudkan pemerintahan yang 

baik (good govermance), dan mendapatkan gambaran dari pengaruh 

penerapan sistem pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintah 

terhadap kualitas laporan keuangan  Badan Pengelolaan Kuangan Dan 

Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin. 

2. Bagi Penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai 

pengaruh penerapan sistem pengendalian intern dan standar akuntansi 

pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan  Badan Pengelolaan 

Kuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin. 

3. Bagi Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu 

pertimbangan untuk memecahkan masalah bagi penulis lain yang 

melakukan penelitian yang serupa dimasa akan datang. 
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